BUPATI KENDAL

PROVINSL JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
HOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

Menimbang  © & bahws dnlam rnnglm memenuhi ketersedion anggamn dalam
rangka publik dengan
adrnye kejadinn kebakason Pasar Weleri 1 mililk Pemerintah
Kobupaten Kendal, maks sesuai Berita Acara Tim Anggaran
Pemerintah Dacrah Kabupaten Kendal tanggal 13 Nopember
2090 dan ketentuan Pasal B8 jo Pasal 60 jo Pasal 166
Peraturan  Pemerintah  Moteor 12 Tahun 2009 entang

Dscra kegiatan
engan melalul
Ferdansan Kcedaan Darurat Prmmnlnh Kabiipaten Krndz\l
Tahun Anggaran 2020;

b, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat |11] Peraturan
Menter: Dalam Negeri Momaor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Diwerih tetah beberapa

kall diubah terakhir dengan Persturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahon Kedua atis
Peraturon Menteri Dalum  Negeri Momor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman f Dacrah, 7
pengeluaran  untuke  mendanai kegistan  dalam keadaan
darurnt ditetaplkan dengan Peraturan Bupari
bahwa ¥
dalam hurul a dan hulur b, maka perlu menetapkin
Peraturan  Bupatl  wentang  Pelaksanaan  Pengeluaran
Pendanaan ‘Kegdagn Darurat Pemerintoh Kabupaten Bendil
Tahun Anggaran 2030;
Mengingat  © 1. Undang Undnng Komor 13 Tahun [950 tentang Prmbentulken
dalam L Propinsi Juwa
Tcngnh sebagnimana b diubah dengan Undang Undang
Mormor 9 Tahun 1965 tentang Pembeniukan Daecab Tingkat 11
Hatang dengan mengubah Undrng-Undang Nomoar 13 Tahun
1950 tentnng Pembentukan Dacrah-deerah Eobupnten datam
Lingkungan Propins Jawa Tengah (Lembaran Negarn Repuliik
Indenesia Tehun 1965 Noemor 52, Tainbahan  Lembaron
Negara Republik Indonesia Nomar 2757

-

Y

St leendaliost g id



2.

10

L1,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Dacrah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 37);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun
2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daecrah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 395);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupatcn
Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN
PENDANAAN KEADAAN DARURAT PEMERINTAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Bupati adalah Bupati Kendal.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkal
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kendal.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda
adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

BAB 11
PENDANAAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
adalah pengeluaran pendanaan keadaan darurat Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) dengan menggunakan belanja tidak
terduga.

(2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin tersedianya
pelayanan publik sebagai dampak kebakaran Pasar Weleri |
milik Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara rinci adalah sebagai berikut :

a. untuk jasa konsultansi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah); dan

b.untuk pembangunan brak sementara sebesar Rp
950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN PENGELUARAN DANA
Pasal 3

(1) Pelaksanaan pendanaan keadaan darurat Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan belanja
tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati memberitahukan pelaksanaan pengeluaran
pendanaan keadaan darurat Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020 dengan menggunakan belanja tidak terduga
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sebagimana dimaksud pads ayat |1) kepada DPRED paling
lambat 1 (matg] bulan sejak tanggal Keputusan Bupat

ditetnplan,
Pasal 4
i dan dana
dimeksud dalam Pasal 2 patlis e
perundang-undingan,
BAR TV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGIAWARAN
Pasal 5
|1} Kepala SKPO egintan yang wajily
dana dimak dalam
Pasal 2 kepada Bupati melalul Kepala Brkeouda,
120 Kepala SKPD pel kegatan sch
paaa wat 1] bertanggeng jawah ates penggunaan dano
pada perundang-
ulu!angnn
BAR Y
KETENTUAN PENUTUP
Pasal &

Peraturnn Bupat ini mulai berlaku pada tangeal diundanglkan,

Agar  setinp orang  mengetahuingn,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupatl inl dengan  penemparannya
dalam Berita Daecal Kabugaten Kendal

Ditetaphan di Kendal
Paila tanggal 10 Orsemmber 2020

BUBFATL KENDAL.
o 1t
MIRNA ANNISA
Diundangkar di Kendal
Padn tanggal 20 Deseimber S0

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cup
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABURATEN KENDAL TAHUN 355 NOMOR 38

suai dengan aslinya,

T na Th |
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